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Abstract: The implementation of Public-Private Partnership (PPP) through the Availability Payment (AP) mechanism 
serves as a strategic solution to address budget constraints and infrastructure development needs. However, the 
success of this scheme highly depends on regional preparedness, which can be assessed through clear indicators. This 
study aims to identify key factors that form the basis for assessing regional preparedness in implementing the PPP AP 
scheme for infrastructure development at the regency/city level. The method employed is a literature study with 
thematic analysis, involving a review of regulations, readiness assessment systems developed by international 
organizations such as The World Bank, UNECE, and UNESCAP, as well as relevant indexed scientific literature. The 
findings indicate that the key factors in assessing regional preparedness include regulatory and policy frameworks, 
institutional frameworks and government capacity, the economic, social, and political environment, financial 
capability and access to funding, as well as the capacity of service providers in supporting the implementation of PPP 
AP projects. This study is conceptual and contributes to identifying critical factors that should be considered in 
assessing regional preparedness, without developing a specific measurement system. The findings are expected to 
serve as a foundation for future research in developing evaluation instruments for regional preparedness, supporting 
the formulation of more adaptive policies, enhancing project attractiveness to the private sector, and ensuring the 
sustainability of infrastructure implementation through the PPP AP scheme. 

Keywords : Public-Private Partnership (PPP); Availability Payment (AP); readiness; local infrastructure. 

Abstrak: Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan mekanisme Availability Payment 

(AP) menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. 

Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kesiapan daerah yang dapat diukur melalui indikator yang 

jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi dasar dalam penilaian kesiapan 

daerah dalam mengimplementasikan skema KPBU AP pada pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota. 

Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis tematik, yang melibatkan kajian terhadap peraturan 

perundang-undangan, sistem penilaian kesiapan yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti The World 

Bank, UNECE, dan UNESCAP, serta literatur ilmiah terindeks yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor utama dalam penilaian kesiapan daerah meliputi kerangka peraturan dan kebijakan, kerangka kelembagaan dan 

kapasitas pemerintah, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, kemampuan finansial dan akses keuangan, serta 

kapasitas penyedia jasa dalam mendukung implementasi proyek KPBU AP. Penelitian ini bersifat konseptual dan 

berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian kesiapan daerah tanpa 

mengembangkan sistem pengukuran spesifik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian 

selanjutnya dalam mengembangkan instrumen evaluasi kesiapan daerah serta mendukung perumusan kebijakan yang 
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lebih adaptif, meningkatkan daya tarik proyek bagi sektor swasta, serta memastikan keberlanjutan penyelenggaraan 

infrastruktur melalui skema KPBU AP. 

Kata kunci : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); Availability Payment (AP); kesiapan; infrastruktur 

daerah. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas 

merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan 

memperkuat daya saing suatu negara. Salah satu 

instrumen yang digunakan untuk menilai daya saing 

infrastruktur adalah Global Competitiveness Index yang 

dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Berdasarkan 

laporan WEF, daya saing infrastruktur Indonesia 

mengalami peningkatan secara bertahap dan pada tahun 

2019 menduduki peringkat ke-50 dari 141 negara [1]. 

Meskipun menunjukkan kemajuan, posisi Indonesia di 

kawasan Asia Tenggara berada pada peringkat ke-5, 

tertinggal dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan 

Thailand, situasi ini menunjukkan adanya tantangan 

besar dalam pembangunan infrastruktur. 

 

 
Gambar. 1 Peringkat Daya Saing Infrastruktur Negara 

ASEAN-2019 (World Economic Forum, 2019) 

 

Era desentralisasi dimulai dengan disahkannya UU 

Nomor 22 Tahun 1999 [2] dan UU Nomor 25 Tahun 

1999 [3], yang memberikan kewenangan lebih luas 

kepada pemerintah daerah. Dalam RPJMN 2020-2024 

[4], percepatan pembangunan infrastruktur ditetapkan 

menjadi salah satu prioritas strategis nasional untuk 

mengejar ketertinggalan, mengatasi kesenjangan 

antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu 

berfungsi sebagai katalisator kegiatan ekonomi serta 

memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan 

internasional. Namun, penyediaan infrastruktur tersebut 

memerlukan pendanaan yang bergantung pada 

kemampuan fiskal daerah. Berdasarkan peta kapasitas 

fiskal daerah (KFD) Tahun 2021 [5], sebagian besar 

daerah termasuk dalam kategori fiskal rendah dan sangat 

rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak daerah 

belum mampu membiayai operasional maupun 

pembangunan secara mandiri dan menunjukkan 

ketergantungan tinggi terhadap dana pemerintah pusat. 

 
Tabel 1. Peta KFD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021 

Kategori 

KFD 

Provinsi Kab/Kota 

Jumlah % Jumlah % 

Sangat Ren-

dah 

9 26,5 127 25 

Rendah 8 23,5 127 25 

Sedang 8 23,5 127 25 

Tinggi 5 14,8 79 15,6 

Sangat Tinggi 4 11,7 48 9,4 

Jumlah 

Provinsi 

34 100,0 508 100,0 

Sumber: PMK Nomor 116/2021 

 

Sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan 

tersebut, pemerintah menerapkan paradigma baru dalam 

pembiayaan infrastruktur dengan menjadikan anggaran 

pemerintah sebagai sumber dana terakhir dan 

mendorong peran sektor swasta melalui skema 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).  

KPBU telah banyak digunakan diberbagai negara 

sejak tahun 1990an, Inggris dianggap sebagai negara 

paling sukses dalam hal penerapan KPBU, proyek 

dengan skema ini diperkirakan menyumbang sekitar 

11% dari pengeluaran pemerintah Inggris pada tahun 

2002. Tingkat keberhasilan KPBU yang tinggi dicapai 

melalui komunikasi antar semua pihak mengenai 

preferensi alokasi risiko. Di Cina, KPBU mulai 

diterapkan pada pertengahan 1990-an, skema ini efektif 

untuk memenuhi tingginya kebutuhan pembangunan 

infrastruktur. Meskipun skema ini dianggap efektif dan 

semakin diminati, tidak semua proyek dapat diselesaikan 

dengan sukses, karena sering kali gagal akibat 

pengelolaan risiko yang buruk [6]. 

Di Indonesia, KPBU diatur dalam Peraturan 

Presiden No. 38 Tahun 2015 [7], yang mendefinisikan 

kerjasama ini sebagai kolaborasi antara pemerintah dan 

badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh 

instansi terkait. Dalam pelaksanaannya, KPBU 

menawarkan skenario triple win, yang menguntungkan 



Jurnal Teknik Sipil Volume 14, No. 1, Mei 2025 
Universitas Syiah Kuala 

 

   - 83 

 

pemerintah, badan usaha, dan masyarakat sebagai 

pengguna. Skema ini juga memperhatikan pembagian 

risiko yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. 

Boswell dan Walker [8] menjelaskan tiga alasan utama 

pentingnya penerapan PPP yaitu pertama, sektor swasta 

mampu menghemat biaya proyek, mengurangi birokrasi, 

dan meringankan beban administratif; kedua, skema ini 

memungkinkan penyediaan pelayanan publik yang lebih 

baik melalui kemitraan yang efektif; ketiga, pemerintah 

sering kali menghadapi keterbatasan dalam menggalang 

dana untuk proyek infrastruktur berskala besar, sehingga 

partisipasi sektor swasta menjadi krusial.  

Tujuan implementasi KPBU di Indonesia 

mencakup berbagai aspek strategis, seperti memenuhi 

kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan, 

merealisasikan penyediaan infrastruktur yang berkualitas 

dan efektif, membangun lingkungan investasi yang baik, 

mendorong pemanfaatan prinsip pengguna membayar 

untuk layanan yang diterima, memperhitungkan 

kapasitas membayar para pengguna, serta menawarkan 

jaminan pengembalian investasi melalui cara 

pembayaran yang terencana.  

Skema KPBU dibedakan berdasarkan jenis 

pengembalian investasi kepada pihak swasta, yaitu 

melalui pembayaran dari pengguna jasa (user payment) 

atau berdasarkan ketersediaan layanan (availability 

payment/AP). Dalam skema AP, pembayaran dilakukan 

secara berkala oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau 

Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) 

atas tersedianya layanan yang memenuhi kualitas dan 

kriteria yang telah ditentukan dalam perjanjian. Skema 

AP dirancang untuk mengoptimalkan nilai guna 

infrastruktur, meningkatkan efisiensi pendanaan, dan 

mengurangi tekanan pada APBN/APBD.  

Berdasarkan PMK No. 260 Tahun 2016 [9], proyek 

yang memenuhi kriteria KPBU AP adalah proyek 

infrastruktur ekonomi atau sosial dengan manfaat besar 

bagi masyarakat, proyek yang tidak bergantung pada tarif 

layanan yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah, 

jika terdapat pembayaran dari pengguna pemasukan 

tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari 

pembayaran AP kepada badan usaha serta proyek yang 

pengadaannya dilakukan secara adil, terbuka, transparan, 

dan mematuhi prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Berdasarkan PPP Book tahun 2017 hingga 2023 

[10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] terdapat 59 proyek 

KPDBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan 

Usaha) yang tercatat, namun 26 proyek di antaranya tidak 

dilanjutkan. Beberapa proyek KPBU AP yang berhasil 

direalisasikan, seperti Palapa Ring dan Jalur 

Perkeretaapian Makassar–Parepare. Keberhasilan 

proyek-proyek tersebut tidak terlepas dari sinergi antara 

pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan lintas ke-

menterian dan lembaga. Ketersediaan fasilitas 

pendukung seperti Project Development Facility (PDF) 

turut memastikan kesiapan teknis proyek, termasuk studi 

kelayakan dan penyusunan dokumen bankable. Proyek 

Preservasi Jalintim Riau dan Satelit Multifungsi 

SATRIA-1 juga menjadi contoh keberhasilan implemen-

tasi dengan pendekatan pembayaran berbasis ketersedi-

aan layanan. Namun, tidak sedikit pula proyek yang men-

galami penundaan atau kegagalan. Proyek RS dr. Pirn-

gadi Kota Medan dan RS Kanker Dharmais misalnya, 

menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan ketid-

akpastian politik [17]. Proyek Penerangan Jalan Umum 

(PJU) Kota Bandung bahkan gagal dilanjutkan akibat 

tidak adanya regulasi lokal yang mendukung, pembu-

baran unit KPBU daerah, lemahnya koordinasi dengan 

institusi pusat, serta tidak adanya dukungan dari DPRD. 

Di samping itu, perancangan teknis proyek yang terlalu 

kompleks turut memperburuk kondisi implementasi di 

lapangan [18]. 

 

 
Gambar. 2 Rekapitulasi Proyek KPDBU (PPP Book, 

2017-2023) 

 

Tingginya kegagalan implementasi KPBU ini 

mengindikasikan adanya tantangan yang memerlukan 

kesiapan menyeluruh dari pemerintah daerah sebagai 

salah satu pemangku kebijakan utama.  

Penelitian terkait kesiapan implementasi skema 

KPBU di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor 

utama meliputi kebijakan pemerintah, komitmen politik, 

serta lembaga pendukung yang terorganisir. Di negara-

negara maju Eropa, kebijakan yang jelas seringkali 

diikuti oleh lembaga pendukung yang lebih kompleks, 

meskipun kerangka hukum yang mendukung KPBU 

belum selalu memadai [19]. Di negara berkembang 

seperti Pakistan, kesiapan KPBU dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan faktor tertinggi pada kerangka kebijakan 

dan proses seleksi [20]. Di India, kesiapan KPBU 

bervariasi antar negara bagian, dengan kualitas 

kelembagaan, stabilitas politik dan kondisi pasar menjadi 

faktor utama yang mendukung implementasi [21]. 

Meskipun kajian KPBU telah ada  namun kajian 

kesiapan daerah di Indonesia dalam implementasi KPBU 

AP menjadi aspek krusial dalam memastikan 
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keberhasilan skema ini secara efektif dan berkelanjutan. 

Namun, penelitian dalam bidang ini masih belum 

mendapatkan perhatian yang memadai. Sebagian besar 

studi lebih berfokus pada faktor keberhasilan proyek dan 

alokasi risiko, sementara pendekatan sistematis untuk 

menilai kesiapan daerah masih terbatas, khususnya 

dalam konteks mekanisme AP.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor utama yang digunakan dalam menilai 

kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan skema 

KPBU AP di tingkat kabupaten/kota melalui kajian 

literatur yang komprehensif. Dengan memahami faktor-

faktor ini,  diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

relevan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan 

strategi untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam 

mengelola proyek infrastruktur berbasis KPBU AP. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

literatur baik penelitian maupun standar yang telah 

dikembangkan oleh berbagai institusi seperti: 

- The World Bank mengembangkan Country Readiness 

Diagnostic for PPP yang merupakan suatu diagnostik 

untuk mengidentifikasi kesiapan pemerintah dalam 

melaksanakan proyek KPBU. Indikator-indikator yang 

harus dipenuhi oleh pemerintah terdiri dari 7 area 

utama yaitu; pengalaman, dukungan pemangku 

kepentingan, kerangka legislatif dan peraturan, 

kerangka kelembagaan, pendanaan dan pengelolaan 

fiskal, akses kekeuangan, dan transparansi [22]. 

- United Nations Economic and Social Commission for 

Europe (UNECE) adalah suatu organiasi yang 

menetapkan norma, standar dan konvensi untuk 

kerjasama internasional di dalam dan luar kawasan 

Eropa. Standar kriteria mencakup 7 area, yaitu; tata 

kelola pemerintahan, kebijakan pemerintah, 

pengembangan kapasitas, kerangka regulasi, 

konstruksi berkelanjutan, manajemen proyek dan 

keuangan [23].  

- United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific (UNESCAP) adalah suatu organ-

isasi yang mendukung pemerintah di Asia-Pasifik da-

lam melaksanakan langkah-langkah efisien dalam 

melibatkan sektor swasta pada pembangunan infra-

struktur. Standar kriteria mencakup 5 area, yaitu; latar 

belakang umum lingkungan, kerangka kebijakan sosial 

dan lingkungan politik, kerangka hukum dan peraturan, 

kapasitas kelembagaan, dan proses pelaksanaan: pem-

ilihan proyek, kontrak dan pasca seleksi [24]. 

Dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah 

terverifikasi untuk memastikan bahwa faktor-faktor yang 

diidentifikasi memiliki dasar akademis yang valid. 

Perspektif internasional digunakan untuk menggali 

praktik terbaik yang dapat diterapkan, sementara kajian 

terhadap peraturan pemerintah dan literatur lokal 

memberikan konteks spesifik yang relevan dengan 

kondisi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan agar 

faktor-faktor yang diidentifikasi tidak hanya relevan 

secara global, tetapi juga sesuai untuk implementasi 

proyek infrastruktur di Indonesia. 

Dalam menganalisis literatur, penelitian ini 

menerapkan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola 

dan faktor utama dalam kesiapan daerah terhadap skema 

KPBU AP. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan 

sebagai berikut: 

− pengumpulan literatur: literatur dipilih berdasarkan 

relevansi dengan topik kesiapan dalam KPBU AP, 

dengan mengeksplorasi sistem penilaian yang 

dikembangkan oleh beberapa organisasi 

internasional, seperti The World Bank, UNECE, dan 

UN ESCAP, serta mengkaji peraturan pemerintah 

dan penelitian terdahulu yang terindeks dan relevan, 

termasuk faktor-faktor kunci yang mendukung 

keberhasilan penerapan KPBU AP 

− proses pengkodean: Literatur yang telah 

dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi 

subfaktor kesiapan yang muncul secara berulang 

dalam berbagai sumber. 

− kategorisasi tematik: subfaktor kesiapan yang telah 

teridentifikasi kemudian dikelompokkan sesuai 

tema sebagai faktor kesiapan. 

3. HASIL PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

pengumpulan literatur, pengkodean, dan kategorisasi 

tematik. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa 

indikator yang digunakan bersumber dari referensi yang 

relevan dan memiliki dasar empiris serta teoritis yang 

kuat. Proses pengkodean menghasilkan daftar subfaktor 

kesiapan KPBU AP yang muncul secara berulang di 

berbagai sumber. Subfaktor-subfaktor tersebut berupa 

isu-isu atau elemen penting yang dianggap berpengaruh 

terhadap keberhasilan implementasi KPBU AP (dapat 

dengan bahasa yang identik atau berbeda namun 

maknanya sama yang kemudian di elaborasi menjadi 

satu kode subfaktor). Hasil pengkodean ini kemudian 

dituangkan dalam daftar 35 subfaktor yang mendasari 

kesiapan implementasi KPBU AP. 

Selanjutnya subfaktor dikelompokkan ke dalam 

lima kategori tematik berdasarkan kesamaan substansi: 

(A) Kerangka Peraturan dan Kebijakan, (B) Kerangka 

Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintah, (C) 

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, (D) Finansial 

dan Akses Keuangan, dan (E) Kapasitas Penyedia Jasa.  

Faktor kesiapan dalam implementasi skema KPBU 

AP tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan 

membentuk sistem yang kompleks, pemahaman 

terhadap keterkaitan antar faktor ini sangat penting yang 
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kemudian dapat dituangkan pada kebijakan untuk 

mendukung keberhasilan penerapannya.  

Tabel 1 . Faktor Kesiapan Implementasi KPBU 

N

o 

Faktor 

A Kerangka Peraturan dan Kebijakan 

1 Ketersediaan kerangka hukum/peraturan KPBU 

yang adil dan menguntungkan 

2 Ketersediaan kerangka hukum/ peraturan lain yang 

mendukung pelaksanaan KPBU 

3 Peraturan terkait KPBU dengan peraturan yang 

lebih umum, konsistenan/tidak tumpang tindih 

4 Kerangka KPBU dikembangkan dengan semangat 

partisipasi dari masyarakat 

5 Adanya komitmen terhadap pemberantasan korupsi 

6 Sistem peradilan baik, independen dan efisien 

7 Ketersediaan rencana strategis terkait KPBU AP da-

lam dokumen perencanaan pembangunan daerah 

8 Kebijakan ekonomi disusun mendukung ekonomi 

sehat dan berkelanjutan 

9 Kebijakan dan peraturan jelas dan dapat diakses  

B Kerangka Kelembagaan dan Kapasitas 

Pemerintah 

10 Praktik penyelenggaraan pemerintahan telah men-

erapkan prinsip good governance  

11 Tatakelola lembaga pemerintah baik 

12 Ketersediaan simpul KPBU yang dikelola secara me-

madai 

13 Ketersediaan standar panduan persiapan, penga-

daan, dan implementasi KPBU AP  

14 Ketersediaan standar dokumen/template KPBU AP 

15 Ketersediaan strategi komunikasi dan startegi peli-

batan pemangku kepentingan dalam KPBU 

16 Pemahaman PJPK terkait KPBU AP; teknis; pem-

biayaan; manajemen; peran dan tanggungjawab  

17 Ketersediaan SDM yang kompeten dengan penge-

tahuan yang mendukung KPBU AP 

18 Ketersediaan SDM bersersertifikat kompetensi 

19 Ketersediaan program pengembangan kapasitas 

yang dibutuhkan dalam implementasi KPBU AP 

20 Ketersediaan akses kepada dukungan ahli /konsul-

tan 

21 Perencanaan baik proses maupun outputnya efektif  

22 Penyiapan baik proses maupun outputnya efektif  

23 Pengadaan barang dilaksanakan secara transparan 

dan kompetitif 

C Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

 Kondisi makro ekonomi mendukung 

25 Situasi politik stabil 

26 Parlemen/dewan/partai politik mendukung  

27 Keterlibatan Pemerintah Pusat (dalam pemberian 

jaminan/pendampingan / dukungan kelayakan) 

28 Dukungan masyarakat 

D Finansial dan Akses Keuangan 

29 Kapasitas fiskal baik 

30 Sektor keuangan berpengalaman dalam menilai 

keputusan pinjaman jangka panjang 

31 Ketersediaan instrumen utang maupun asuransi un-

tuk memenuhi kebutuhan pendanaan swasta 

E Kapasitas Penyedia Jasa 

32 Ketersediaan penyedia jasa yang memiliki SBU  

33 Ketersediaan penyedia jasa yang memiliki SKA 

34 Pengalaman dan pemahaman penyedia jasa  

35 Kemampuan modal badan usaha 

 

Kerangka Peraturan dan Kebijakan 

Kerangka regulasi dan kebijakan menjadi fondasi 

utama yang memengaruhi aspek kelembagaan dan 

kapasitas pemerintah. Regulasi yang jelas dan stabil 

meningkatkan efektivitas tata kelola, memperkuat 

kapasitas kelembagaan, serta memberikan kepastian 

hukum bagi pelaku usaha. Kebijakan pemerintah 

berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengarahkan 

dan mengoordinasikan kerjasama antara sektor-sektor 

yang berkepentingan serta lembaga pemerintah [25]. 

Keberhasilan KPBU sangat bergantung pada peraturan 

yang jelas, transparan, dan dapat diakses publik, serta 

regulasi yang tepat untuk memilih skema KPBU yang 

sesuai [26], [27]. Ketersediaan kerangka 

hukum/peraturan KPBU yang adil dan menguntungkan 

disebutkan dalam [22], [23], [24], [28], [29], [30], [31], 

[32], [33], [34], dan [35].  

Pengaturan yang memadai, ditambah dengan 

kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan 

berkelanjutan dapat menciptakan iklim investasi yang 

kondusif [28], [36]. Rencana strategis yang tercantum 

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 

menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam 

melaksanakan KPBU AP secara sistematis dan 

terkoordinasi [22], [33]. Partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan kerangka peraturan [23] juga penting 

untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan 

memperkuat sistem peradilan yang independen, yang 

pada akhirnya meningkatkan kredibilitas implementasi 

KPBU AP. 

 

Kerangka Kelembagaan dan Kapasitas 

Pemerintah 

Kualitas kerangka kelembagaan yang baik ber-

peran penting dalam menarik investor pada proyek 

KPBU, mengingat negara dengan kelembagaan yang 

kuat dan stabilitas politik yang tinggi cenderung 

menghadapi risiko yang lebih rendah, yang pada gili-

rannya dapat meningkatkan efisiensi operasional 

serta keuntungan sektor swasta [37], [38]. Tata Kelola 

yang baik dan ketersediaan unit KPBU yang mencakup 

struktur organisasi yang jelas, kewenangan formal, 

prosedur yang transparan, serta orientasi kelembagaan, 

secara langsung mempengaruhi keberhasilan penera-

pan proyek KPBU [31], [39].  

Penerapan prinsip good governance sangat 
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mendukung pelaksanaan KPBU [22] [23], [24], [29], 

[30]. Pemerintah daerah perlu memiliki panduan dan 

standar jelas [22], serta didukung dengan ketersedi-

aan SDM yang kompeten dan tersertifikasi [23], [24] 

[28], [32]. Strategi komunikasi yang efektif [22] dan 

pengadaan barang serta jasa yang transparan dan 

kompetitif [24], [29], [35] juga penting untuk ke-

lancaran proyek.  

Ketersediaan akses kepada dukungan ahli, 

perencanaan yang efektif serta penyiapan yang aku-

rat, merupakan faktor penting [22], [33], [35], 

dukungan dari tenaga ahli dapat meningkatkan kuali-

tas perencanaan dan memastikan kesiapan proyek 

sebelum memasuki tahap implementasi. Selain itu, 

proses penyiapan yang sistematis akan membantu 

dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mengopti-

malkan strategi pelaksanaan.  

 

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik berperan 

penting dalam keberhasilan KPBU AP. Daerah 

dengan kondisi ekonomi yang kondusif cenderung 

memiliki akses lebih baik terhadap skema pem-

biayaan, baik melalui pendapatan asli daerah mau-

pun investasi swasta. Kapasitas penyedia jasa, sep-

erti kesiapan sektor konstruksi dan layanan publik, 

juga bergantung pada regulasi yang mendukung 

serta keberlanjutan kapasitas fiskal daerah. Kondisi 

makroekonomi yang baik merupakan faktor penentu 

keberhasilan KPBU, baik dalam jangka pendek mau-

pun panjang [23], [24], [26], [27], [28], [30] [31], 

[32], [33], [36], [40].  

Stabilitas politik menciptakan iklim investasi 

yang kondusif, menarik partisipasi sektor swasta da-

lam proyek infrastruktur [29], [32], [33]. Dukungan 

politik dari parlemen dan partai politik sangat pent-

ing dalam memperkuat implementasi KPBU AP [22], 

[23], [24], [28], [30], [31] dan [36] sementara keterli-

batan pemerintah pusat dalam memberikan jaminan 

dan dukungan kelayakan meningkatkan kepercayaan 

investor dan mengurangi risiko proyek. Selain itu, 

penerimaan masyarakat terhadap sektor swasta da-

lam pembangunan infrastruktur turut mempengaruhi 

kelancaran dan keberlanjutan proyek [22], [23], [24], 

[36]. 

 

Finansial dan Akses Keuangan  

Sektor keuangan yang maju memainkan peran 

krusial dalam pengembangan infrastruktur, karena 

menyediakan mekanisme yang efektif untuk menya-

lurkan investasi swasta dan dana bagi berbagai 

proyek [41]. Sektor ini memungkinkan akses modal 

dengan biaya yang lebih rendah [34], [42] yang pada 

gilirannya dapat mengurangi hambatan pembiayaan 

untuk proyek infrastruktur jangka panjang.  

Kapasitas fiskal yang baik [35] serta sektor keu-

angan yang berpengalaman dalam menilai keputusan 

pinjaman jangka panjang [22], [23], [24], [36] ber-

peran dalam mengurangi risiko pembiayaan. Semen-

tara ketersediaan instrumen utang dan asuransi [22] 

[23], semakin meningkatkan efisiensi aliran pem-

biayaan, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam 

struktur pembiayaan, dan menarik minat investor 

swasta untuk berpartisipasi dalam skema KPBU. 

 

Kapasitas Penyedia Jasa 

Badan usaha nasional dan internasional umumnya 

lebih berpengalaman dan memahami mekanisme 

KPBU dibandingkan badan usaha lokal, kolaborasi 

antara keduanya melalui konsorsium menjadi 

strategi yang umum diadopsi. Mitra swasta yang 

kompeten, merupakan faktor kunci dalam keberhasi-

lan KPBU [34], terutama pada proyek konstruksi 

yang memerlukan keahlian teknis dan manajerial. 

Oleh karena itu, pemilihan mitra harus dilakukan 

secara cermat, dengan mempertimbangkan kapabili-

tas teknis, finansial, dan rekam jejak dalam proyek 

serupa, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan 

proyek dengan efisiensi tinggi dan risiko minimal 

[43].  

Penyedia jasa yang bersertifikat menunjukkan 

pemenuhan standar yang ditetapkan dan pengalaman 

dalam menangani proyek infrastruktur besar. Selain 

itu, sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh 

penyedia jasa menunjukkan keahlian teknis yang di-

perlukan untuk proyek. Pengalaman dalam 

melaksanakan proyek serupa juga berkontribusi 

pada efisiensi dan keberhasilan implementasi KPBU. 

Terakhir, kemampuan modal memastikan kelancaran 

pembiayaan dan mitigasi risiko finansial dalam 

proyek. 

Skema KPBU dengan pendekatan AP secara 

umum diakui bermanfaat karena mampu mem-

berikan kepastian pendapatan bagi Badan Usaha 

Pelaksana (BUP) tanpa harus menanggung risiko 

permintaan yang tinggi. Fleksibilitas pembayaran 

secara bertahap selama masa konsesi membuat 

model ini lebih ringan dari sisi fiskal di awal proyek, 

serta mendorong sektor swasta untuk mempertahan-

kan kualitas layanan sesuai indikator kinerja. Namun, 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa manfaat 

ini belum sepenuhnya mampu menghindarkan 

proyek dari kegagalan implementasi. Ini menunjuk-

kan bahwa keberhasilan KPBU tidak semata-mata 

ditentukan oleh struktur pembiayaan. 

Kondisi kegagalan dalam KPBU AP umumnya 

terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara 

rancangan proyek dengan kapasitas fiskal daerah, 
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ketiadaan perangkat regulasi daerah yang men-

dukung KPBU, serta absennya unit kelembagaan 

khusus yang mampu mengelola dan menjembatani 

komunikasi antar pihak. Ketika terjadi perubahan 

kepemimpinan daerah atau konflik antara legislatif 

dan eksekutif, proyek yang telah dirancang dengan 

baik pun berpotensi dibatalkan atau tertunda. Selain 

itu, kompleksitas desain proyek yang melebihi kapa-

sitas teknis dan manajerial daerah sering kali men-

jadi faktor penghambat lain yang signifikan. 

Meskipun kelima kategori tematik dan 35 sub-

faktor diperoleh dari studi literatur, penting untuk 

meninjau relevansinya dengan kasus nyata. Se-

bagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, 

sejumlah proyek KPBU AP mengalami kegagalan 

karena berbagai kendala. Analisis lebih lanjut ter-

hadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa 

penyebab kegagalan tersebut memiliki korespon-

densi langsung dengan faktor-faktor kesiapan yang 

telah dikembangkan dalam penelitian ini.  

Keberhasilan proyek di Kabupaten Madiun menc-

erminkan pentingnya strategi komunikasi (B15), 

komitmen kepala daerah, dan keterlibatan aktif SDM 

kompeten dan berpengalaman (B17, B18) dan tata 

kelola yang baik (B11). Proyek Palapa Ring, Jalur 

Perkeretaapian Makassar–Parepare, Jalintim Riau 

dan Satelit Multifungsi SATRIA-1 menegaskan 

pentingnya dukungan pemerintah pusat (C27), me-

mastikan kesiapan teknis proyek, termasuk studi ke-

layakan dan penyusunan dokumen bankable (B20-

B22) dan pengadaan yang transparan dan kompetitif 

(B23).  

Sebaliknya, kegagalan proyek PJU Kota Bandung 

menegaskan pentingnya ketersediaan simpul KPBU 

(B12), pemahaman PJPK (B16), serta kerangka reg-

ulasi lokal (A1–A3). Ketidakharmonisan antara 

DPRD dan Pemda mengindikasikan pentingnya 

dukungan parlemen dan partai politik (C26), pembu-

baran UPT KPBU menunjukkan lemahnya kerangka 

kelembagaan dan akibat situasi politik yang tidak 

stabil (C25), dimana pembubaran tersebut terjadi 

pada saat pergantian kepemimpian yang memiliki 

visi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya 

terkait KPBU AP. Sementara itu, kegagalan proyek 

RS Pirngadi dan Dharmais menekankan bahwa ka-

pasitas fiskal (D29) dan stabilitas politik menjadi de-

terminan utama keberlanjutan proyek. 

Dari berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa 

penyebab kegagalan di lapangan secara langsung 

berelasi dengan faktor-faktor kesiapan yang telah 

dikembangkan dalam penelitian ini. Dengan 

demikian, faktor-faktor tersebut harus dipertim-

bangkan sebagai parameter utama dalam menilai 

kesiapan suatu proyek KPBU AP di masa mendatang. 

Studi kasus berfungsi sebagai validasi bahwa 

struktur faktor yang dihasilkan dari studi literatur 

memiliki kekuatan aplikatif dan prediktif yang dapat 

membantu menghindari kegagalan serupa.  

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pembangunan infrastruktur menghadapi tan-

tangan besar, terutama terkait dengan keterbatasan 

kapasitas fiskal daerah. Sebagai solusi, skema KPBU, 

khususnya AP hadir sebagai alternatif pembiayaan 

yang menjanjikan fleksibilitas anggaran serta ja-

minan kualitas layanan infrastruktur publik. Namun, 

implementasi skema ini sangat bergantung pada 

kesiapan pemerintah daerah. Penelitian ini men-

gidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi 

kesiapan daerah dalam melaksanakan skema KPBU 

AP, yaitu: (1) kerangka peraturan dan kebijakan, (2) 

kelembagaan dan kapasitas pemerintah, (3) stabilitas 

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, (4) finansial 

dan akses keuangan, serta (5) kapasitas penyedia jasa.  

Kelima kategori tersebut merepresentasikan di-

mensi kunci yang saling berkaitan dan membentuk 

ekosistem kesiapan yang kompleks. Selain itu, me-

lalui triangulasi dengan sejumlah studi kasus, 

ditemukan bahwa penyebab kegagalan implementasi 

KPBU AP di berbagai daerah memiliki keterkaitan 

langsung dengan lemahnya aspek-aspek dalam 

faktor kesiapan yang telah diidentifikasi. Oleh ka-

rena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ini san-

gat penting untuk merancang strategi kebijakan yang 

lebih adaptif dan berkelanjutan. 

Saran 

Penelitian ini memberikan kontribusi awal dalam 

menyusun kerangka konseptual penilaian kesiapan 

daerah terhadap pelaksanaan KPBU AP. Namun 

demikian, temuan yang dihasilkan masih bersifat ek-

sploratif dan belum mencakup pengembangan indi-

kator operasional maupun sistem evaluasi kuantitatif 

yang terstruktur. Untuk itu, penelitian lanjutan dis-

arankan untuk mengembangkan indikator-indikator 

operasional dari masing-masing subfaktor kesiapan, 

agar dapat diukur secara kuantitatif melalui instru-

men penilaian seperti kuisioner atau daftar periksa 

(checklist). Indikator-indikator ini perlu dirancang 

sedemikian rupa agar dapat merepresentasikan kon-

disi nyata di daerah, misalnya melalui skala 

penilaian atau tingkat capaian terhadap elemen 

kesiapan tertentu. Mengintegrasikan pendekatan 

studi kasus lapangan, khususnya pada daerah yang 

akan mengimplementasikan KPBU AP, guna mem-

perdalam pemahaman terhadap tantangan 

kontekstual serta praktik-praktik baik (best 
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practices) yang dapat direplikasi. Menyusun 

kerangka evaluasi kesiapan yang aplikatif dan teruji, 

yaitu sistem penilaian yang menggabungkan indi-

kator-indikator operasional ke dalam suatu model 

penilaian menyeluruh. Kerangka ini mencakup 

penentuan bobot untuk setiap kategori faktor, skema 

skoring total kesiapan, serta klasifikasi hasil 

penilaian (misalnya: belum siap, cukup siap, sangat 

siap). Selain itu, hasil penilaian dapat divisualisasi-

kan dalam bentuk dashboard atau profil kesiapan 

daerah, yang memudahkan pengambil kebijakan da-

lam memetakan kebutuhan intervensi dan 

perencanaan penguatan kapasitas secara lebih strate-

gis. 

Dengan pendekatan tersebut, kerangka konseptual 

yang dihasilkan dari penelitian ini dapat berkembang 

menjadi alat penilaian yang praktis dan adaptif. Hal 

ini akan mendukung pemerintah daerah dalam 

mengambil keputusan yang lebih tepat dalam 

perencanaan proyek KPBU AP, sekaligus memper-

cepat akselerasi pembangunan infrastruktur yang 

efektif dan berkelanjutan. 
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